PERATURAN DAERAH KABUPATEN ICARANGANYAR

NOMOR 6 TAHUN 2003
TERTANG

E« UBAHAN KEGATU ATAS PERATURAN DAER A KABURPATEN DAERAH
TINGKAT Il KARANGANYAR NOMCR 2 TAUN 1929 TENTANG
RENCANA TATA RUAMNG WILAY A
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa Pemanfaatan ruang dalam wilayah Kabupaten
Karanganyar perlu dilaksanakan secara optimal, selaras,
serasi  seimbang,  terpady, Srbib, lestan | dan
berkesinambungan serta herwawasan lingkungan, oleh
karena itu periu dilakukan pcrubahan Peraturan Daecra!
Kabupaten Daerah Tingkat i Karanganyatr Nomor 2
Tahun 1699 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Karanganyar,; :

e

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 123 Tahun 1850 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2 ‘Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan (l.embaran Negara Tahun
1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan
Lembaran Negara Nomoer 3046);

- 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalen
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83 Tambahun

Lembaran Negara Nomor 3186);

6. Undang-undang Momor § Tahur 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3274);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi
-Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3419);



8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1980  tentang
<epariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Momor 3427);

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

10.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115
Tambahan Lembaran Negarz Nomor 3501);

11.Undanvg-undang"Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 88
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3659);

12.Undang-undahé Nomor 22 Tahun 1999 " tentang
Pemerintahan Daerah (Lemoaran Negara Tahun 1992
Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

13.Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3833);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1932 ientang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982  Nemor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1385 tentang Jatan
(Lembaran Negara Tahun 1285 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3293),

16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebaglan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan
Umum kepada Daecrah (Lembaran Negara Tahun 1987
Nomar 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Léembaran
Negara Nomor 3378);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3838);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentany ligasi
(Lembaran Megara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4156);

21.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1550 tentang
Pengaturan Pengelolaan Kawasan Lindung;

22.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang
Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;



23.Keputusan Presiden Nomor - 75 Tahun 1993 tertang

Keoordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;

24.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar

Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penvidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Dacrah Tingkat Il Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat Il Karanganyar

Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Karanganyar (l.emiaran Dacrah Kabupaten
Karanganyar Tahun 1999 Nomor 136).

]

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PERUBAHAN  TERHADAP  PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT il
KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 1999  TENTANG
RENCANA  TATA RUANG  WILAYAH KABUPATEN
KARANGANYAR :

Pasal |

Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat || Karanganyar
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kahupaten Karanganyar yang disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Nomeor 188.3/173/1999 dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 136 Tahun 1999
seri D Nomor 53 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah huruf q dan r sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

q. Kawesan Industri adalah kawasan tempat pemusatarn
kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan
prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya
yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan
KKawasan Industri;



r. Wilayah Industri adalah merupakan daerah tempat pengelompaokan dari
bermacam-macam industri yang mandiri tanpa adanya ikatan ke dalam
satu manajemen.

Ketentuan Pasal 10 Huruf a, b, ¢, e,dan g diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut : '

Pasal 10

a. Sub Wilayah Pembangunan | meliputi 3 (tiga) Kecamatan, vaitu
Kecamatan Karanganyar, sebagian Tasikmacdu dan Mojogedang dengan
pusat pertumbuhan di Kota Karanganyar. Potensi yang perlu
dikembangkan adalah sekior pemerintahan, pendidikan, perumahan,
kesehatan, perhubungan, perdagangan, peternakan dan pertanian;

. Sub Wilayah Pembangunan [I meliouti 3 (tiga) Kecamatan, vyaitu
Kecamatan Jaten, sebagian Tasikmadu dan Kebakkramat dengan pusat
pertumbuhan di Kota Jaten. Potensi yang perlu dikembangkan adalah
sektor industri, perhubungan, perdagangan, peternakan dan pertanian;

Khusus kegiatan industri untuk Kecamatan Jaten, Kecamatan
Kebakkramat dan sebagian Kecamatam Tasikmadu diatur sebagai
berikut :

e Kecamatan Jaten meliputi wilayah Desa Ngringo, Desa Brujul, Desa J
Jaten, Desa Jetis, Desa Sroyo dan Desa Dagen. 2

2. Kecamatan Kebakkramat meliputi Desa Kaliwuluh dan’ Dasa
Macanan :

a) Desa Kaliwuluh batas- batas Zona Industri .

Utara . Jalan Grompol - Batujamus
Selatan : Jalan, Dusun Gondangrejo
Timur . Jalan, Dusun Seketeng
Barat : Dusun Kaliwuluh, Sungai dan Dusun
Jomblang
b) Desa Macanan batas-batas Zona Industri sclatan :
Utara . Dukuh Candi, Jalan bekas (rel lori)
Selatan . Jalan Macanan - Nangsri
Timur . Jalan bekas (rel lori), Dukuh Macanan.
Barat : Desa Nangsri selatan
c) Desa Macanan batas-batas Zona Industii utara :
Selatan :  Dukuh Macanar
Utara : Jalan Dukuh Dasan — Dukuh Dalungan -
Timur . Jalan Seploso (Jalan Dukuh Dasan -

Dukuh Macanan)
Barat . Bekas Jalan (rel lori)
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d) Kecamaian Tasikmadu hanya Desa Kaling dengan batas-bata
Zona Inclustri : :

Utara : Jalan tanah (bekas rel lori), Dukuh Kleco
Selatan . Tanah masuk Desa Brujul, Saluran dai
jaian Tasikmadu - Kehakkramat
Timur ; Jalan,Dus.un Geneng
Barat . : Jalan, Macanan - MNangsri
c. Sub Wilayah Pembanguna.n‘ Il meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yait

Kecamatan Karangpandan, Kerjo dan Matesih dengan pusa
pertumbuhan di Kota Karangpandan. Patensi yang perlu dikembangkar

adalah sektor perkebunan, perhubunqan perdagangan, peternakan
pariwisata dan perikanan;

e. Sub Wilayah Pembangunan V meliputi 4 (empat) Kecamatan, yaitu
Kecamatan Jumapolo, Jumantono, Jatiyoso dan Jatipuro dengan pusat
pertumbuhan di Kota Jomapolo. Potensi yang perlu dikembangkan
adalah sektor pertanian, peternakan, pengairan, perdagangan dan
industri pengolah hasil pertanian;

g. Sub Wilayah Pembangunan VII meliputi 1 (satu) Kecamatan, yaitu
Kecamatan Gondangrejo dengan pugsat pertumbunan di  Kota
Gondangrejo. Potensl yang perlu  dikembangkan adalah sektor
pariwisata, perhubungan, perkebunan, pertanian, hortikultura, industri
perumahan, perdagangan dan peternakan.

Ketentuan Pasal 22 huruf e angka 1 2 dan 6 diukah sehingga berbunyi
sebagal berikut :

Pasal 22

1) Ternak Sapi perah terletak di Kecamatan Jaten, Tasikmaduy,
Karanganyar dan Matesih;

2) Ternak sapi Potong terletak di Kecamatan Jaten, Gondangrejo,
Tasikmadu, Karanganyar, Jumantono, Jumapolo dan Matesih;

6) Ternak Unggas terletak di Kecamatan Jumantono, Karanganyar,
Gondangrejo dan Mojogedang.
Ketentuan Pasal 24 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagal berikut :

Pasal 24

b. Wilayah Induslrl terletak di Kecamatan Jaten, Kebakkramat dan
sehagian Kecamatan Tasikmadu;
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Pasal |l
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundarigkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya cdalam Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
i padatanggal 2 Septewkzr 2o

Pih. BUPATI KAR: ‘\NGANYAR

Diundangkan di Karanganyar
2 september 2003

H’;‘c N DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
2002 NOMOR 18 SERI E.s
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